PENGARUH REALISASI GROWTH RASIO PAD TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN PERIODE TAHUN 2012-2016 by Nurcholidah, Lilik et al.
J u n a l  E K B I S / V o l . X I X / N o . 1  E d i s i  M a r e t  2 0 1 8  | 1011 
  
PENGARUH REALISASI GROWTH RASIO PAD TERHADAP 
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN 
LAMONGAN PERIODE TAHUN 2012-2016 
  
*(Lilik Nurcholidah, Ike Susanti, Indriana Kristiawati 






Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk siap menghadapi 
otonomi daerah tersebut. Pemerintah Daerah akan lebih leluasa dalam mengelola pajak daerah dan 
Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah setelah otonomi daerah 
diberlakukan. Adapun Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif karena kita harus 
mengetahui berapa target PAD sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Lamongan yang 
disesuaikam dengan PDRB.Semakin tinggi realisasi Anggaran PAD maka semakin tinggi pula 
Pertumbuhan Ekonominya atau sebaliknya karena dengan persamaan Y=15,96+3,87X , a= 15,96 maka 
menunjukkan pertumbuhan Ekonomi sebesar 15,96 dan besarnya realisasi 3,87, dari Koef regresi (R²) 
yang didapatkan sebesar 0,979 maka sudah dipastikan bahwa pengaruh antara realisasi Anggaran 
PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 97% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lainnya.Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan bersifat 
Fluktuatif. karena kinerja pertumbuhan PAD yang dialokasikan untuk sarana prasarana publik tidak 
dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan. 
 
Kata Kunci: realisasi pertumbuhan Rasio, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi. 
 
PENDAHULUAN 
Otonomi suatu Pemerintahan 
Daerah berasal dari berbagai sumber. 
Sumber Pembiayaan Daerah atau PAD 
( Pendapatan Asli Daerah) berasal dari 
pajak daerah dan Retribusi 
Daerah.Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah ( PAD) harus dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah untuk membiayai 
kebutuhan sendiri, sehingga 
ketergantungan Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah Pusat semakin 
berkurang dan pada akhirnya 
Pemerintah Daerah dapat mandiri. 
Dalam Undang – Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, melalui pajak 
daerah dan retribusi daerah.  
Undang – undang Nomor 33 
Tahun 2004  menjelaskan Pendapatan 
Asli Daerah yang sah, disediakan 
untuk menganggarkan penerimaan 
daerah yang tidak termasuk dalam 
jenis pajak dan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang tidak termasuk 
dalam jenis pajak dan pengelolaan 
kekayaan suatu daerah yang telah 
dipisahkan. Didalam Undang – 
Undang Nomor 33 tahun 2004 
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menjelaskan yang termasuk dalam 
pendapatan asli daerah  yang sah yaitu 
meliputi :  
a. Hasil penjualan kekayaan 
daerah yang tidak dipisahkan. 
b. Jasa Giro 
c. Pendapatan bunga 
d. Keuntungan adalah nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang 
asing. 
e. Komisi,potongan ataupun 
bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan, pengadaan barang 
ataupun jasa oleh pemerintah. 
Tingkat kesejahteraan atau 
kemakmuran masyarakat Kabupaten 
Lamongan dijadikan salah satu tolak 
ukur keberhasilan suatu daerah dalam 
menjalankan otonomi daerah 
khususnya di Kabupaten Lamongan. 
Peran PAD ( Pendapatan Asli Daerah) 
menjadikan suatu kewajiban yang 
harus dilakukan oleh semua daerah 
tidah hanya di Kabupaten Lamongan.  
Didalam penelitian kami, PAD ( 
Pendapatan Asli Daerah ) di 
Kabupaten Lamongan dijadikan suatu 
prioritas utama dalam penelitian.  
Adanya bebrapa sumber pendapatan 
Kabupaten Lamongan yang menjadai 
penunjang PAD ( Pendapatan Asli 
Daerah) yang dilaksanakan pengelola 
oleh BUMD ( Badan Usaha Milik 
Daerah ) diantaranya : PD.Pasar, 
PDAM Lamongan, PD.BPR Bank 
Daerah Lamingan dan PD.Aneka 
Usaha Lamongan. 
 Maka dari itu peneliti membuat 
penelitian dengan judul “ PENGARUH 




PERIODE TAHUN 2012-2016 “ 
 
LANDASAN TEORI 
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah merupakan salah satu sumber 
penerimaan daerah yang mendukung 
kemampuan keuangan daerah. 
Pengertian PAD ( Pendapatan Asli 
Daerah )  Menurut Pasal 1 Undang – 
Undang No.28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah  
adalah kontribusi wajib kepada daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang – Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung  dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar – 
besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
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Yang dimaksud badan disini 
adalah sekumpulan orang dan atau 
modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas ( PT ), Perseroan 
komoditer, perseroan lainnya. Badan 
Usaha Milik Daerah ( BUMD), Badan 
Usaha Milik Negara ( BUMN ) dengan 
nama dan dengan bentuk apapun  
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial 
politik atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 
Dengan demikian pajak daerah 
adalah iuran wajib pajak kepada daerah 
untuk membiayai pembangunan 
daerah. Pajak daerah ditetapkan 
dengan undang – undang  ( pasal 2 
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 
2009).  
Menurut Mardiasmo (2002: 
132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah penerimaan daerah dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang sah. 
Kewenangan untuk memberdayakan 
sumber keuangan sendiri dilakukan 
dalam wadah Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang sumber utamanya adalah 
pajak daerah dan retribusi daerah. 
Idealnya suatu perimbangan keuangan 
pusat dan daerah terjadi apabila setiap 
tingkat pemerintahan bebas dalam 
bidang keuangan untuk membiayai 
pelaksanaan tugas dan wewenang 
masing-masing. 
Menurut Nurcholis (2007 : 
182) pendapatan asli daerah adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah dari 
penerimaan pajak daerah, retribusi 
daerah, laba perusahaan daerah dan 
lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah 
adalah semua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih dalam periode anggaran tertentu 
(UU No.32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah), pendapatan 
daerah berasal dari dana perimbangan 
pusat dan daerah juga berasal dari 
daerah itu sendiri yakni pendapatan 
asli daerah serta lain-lain pendapatan 
yang sah. 
Perolehan PAD diperlukan 
manajemen pemanfaatan dana yang 
mampu digunakan atau dimanfaatkan 
semaksimal mungkin bagi 
kemakmuran  masyarakat yang sebesar 
besarnya melalui program dan 
kegiatan-kegiatan yang diluncurkan 
pemerintah daerah tersebut (Susanto, 
Ghifari, Suradinata, Wijanarko, 
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Supranto, Karmaji, Oyong, Nurbaya 
dan Martha, 2010). 
Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 
5 ( lima ) jenis pajak  Provinsi dan 11 ( 
sebelas ) jenis pajak Kabupaten/Kota. 
Secara rinci dapat dilihat dari tabel 
berikut ini:  
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota 
1. Pajak Kendaraan bermotor 
2. Bea Balik Nama Kendaraan 
3. Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 
4. Pajak Air Permukaan 
5. Pajak Rokok 
1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Mineral bukan Logam 
dan Batuan 
7. Pajak Parkir 
8. Pajak Air Tanah 
9. Pajak Sarang Burung Walet 
10. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan perkotaan 
11. Bea perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 
 
Menurut Abdul Halim “Akuntansi 
Sektor Publik : akuntansi keuangan 
Daerah (2013 : 101) Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari 
sumber ekonomi asli daerah. 
KelompokpendapatanAsli Daerah 
dipisahkanmenjadi 4 jenis pendapatan, 
yaitu:  
a) Pajak Daerah 
b) Retribusi Daerah 
c) HasilPengelolaankekayaanmili
kdaerah yang dipisahkan 
d) Lain-lain PAD yang sah. 
1. Definisi Kesejahteraan Rakyat 
Istilah kesejahteraan Rakyat  
yang berarti aman sentosa dan makmur 
dan dapat berarti selamat terlepas dari 
gangguan. Sedangkan kesejahteraan 
dapat diartikan dengan hal / keadaan 
sejahtera, keamanan, keselamatan dan 
ketentraman. Istilah kesejahteraan erat 
J u n a l  E K B I S / V o l . X I X / N o . 1  E d i s i  M a r e t  2 0 1 8  | 1015 
kaitannya dengan tujuan Negara 
Indonesia.  Hal ini secara Nyata 
dikembangkan dalam pembukaan 
UUD 1945 yang berbunyi : “ 
kemudian daripada itu untuk 
membentuk suatu pemerintah Negara 
Indonesia dan Seluruh Tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial, maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang – 
Undang Dasar Negara Indonesia”.  
Oleh karenanya Negara 
berkewajiban untuk memenuhi 
kebutuhan hidup warga negaranya. 
Sebagaimana dinyatakan oleh 
Aristoteles bahwa negara dibentuk 
untuk menyelenggarakan hidup yang 
baik bagi semua warganya.  Menurut  
Mardiasmo (2002:132), PAD ( 
Pendapatan Asli Daerah ) adalah 
penerimaan yang diperoleh dari sektor 
daerah , retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain – lain pendapatan 
asli daerah yang sah.  Desentralisasi 
berarti penyerahan urusan pemerintah 
dari pemerintah atau daerah tingkat 
atasnya kepada daerah ( 
Kuncoro,2006:497) 
Semakin tinggi PAD ( 
Pendapatan Asli Daerah ) yang 
diperoleh suatu daerah maka akan 
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 
di daerah tersebut. Menurut Brata 
(2004) yang dikutip oleh Adi dan 
Harianto (2007 ) menyatakan bahwa 
terdapat dua komponen penerimaan 
daerah yang berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi daerah yaitu PAD serta 
sumbangan dan banuan.  
Menurut Pujiati, (2008) dengan 
adanya kewenangan daerah dalam 
mengoptimalkan PAD sehingga 
komposisi PAD sebagai penerimaan 
daerah meningkat. Peningkatan PAD ( 
Pendapatan Asli Daerah ) yang 
dianggap sebagai modal, secara 
akumulasi akan lebih banyak 
menimbulkan eksternalisasi yang 
bersifat positif dan akan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi.  
Hal ini sejalan dengan pendapat 
Tambunan (2006:36) bahwa 
pertumbuhan PAD ( Pendapatan Asli 
Daerah) secara berkelanjutan akan 
menyebabkan peningkatan atau 
kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah 
itu.  Namun apabila eksploitasi PAD ( 
Pendapatan Asli Daerah ) dilakukan 
secara berlebihan justru akan semakin 
J u n a l  E K B I S / V o l . X I X / N o . 1  E d i s i  M a r e t  2 0 1 8  | 1016 
membebani masyarakat, menjadi 
disinsetif bagi daaerah dan mengancam 
perekonomian secara makro. 
(Mardiasmo,2002:87). 
Indikator variabel (PAD) Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan rumus :  
PAD = PPD + PRD + HPKDD + Lain – lain PAD yang sah (LPS) 
Keterangan : 
PPD = Pendapatan Pajak Daerah 
PRD= Pendapatan Retribusi Daerah  
HPKDD = Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
 







A. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis pertumbuhan ekonomi 
masyarakat di kabupaten Lamongan , 
dimana pertumbuhan ekonomi sebagai 
variabel dependen atau terikat (Y) 
terhadappendapatan asli daerah 
variabel independen atau variable tidak 
terikat (X). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data 
tahunan dari tahun 2012 - 2016. 
2.Jenis data 
Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dalam bentuk angka 
mengenai PDRB atas dasar harga 
konstan dan Pendapatan Asli Daerah 
diambil dengan kurun waktu 2012 -
2016 (4 tahun). 
3.Sumber data 
Sumber-sumber data diambil 
dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Lamongan , jurnal, laporan laporan 
Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah 
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serta sumber-sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
4.Analisis Regresi Sederhana 
Analisis regresi linier 
sederhana adalah hubungan secara 
linier antara satu varibel independen 
(X) dengan variabel dependen (Y). 
Analisis ini untuk mengetahui arah 
hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen apakah 
positif atau negatif dan untuk 
meprediksi nilai dari variabel 
dependen apabila nilai variabel 
independen mengalami kenaikan atau 
penurunan. Model analisis regresi 
linear sederhana yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah sebagai 
berikut: Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui perkembangan besaran 
PAD dan Pertumbuhan Ekonomi 
menggunakan Metode Analisis 
Deskriptif dalam bentuk Tabel. Dan 
untuk mengetahui dampak atau 
pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi menggunakan Metode 
Analisis Regresi dengan Model 
Ordinary Least Square (OLS). Model 
tersebut diuraikan sebagai berikut. 
Dalam model ini yang menjadi 
variabel independen yaitu variabel 
PAD, dan yang menjadi variabel 
dependen yaitu variabelvariabel 
Pertumbuhan Ekonomi. 
Y =  f ( X )...................(3.1) 
dimana,         
Y = Pertumbuhan Ekonomi       
X = Pendapatan Asli Daerah PAD      
Persamaan 3.1 disusun dalam bentuk persamaan matematika dalam bentuk persamaan 
khusus untuk menjelaskan hubungan antar variabel seperti terlihat pada persamaan 3.2. 
Y  =  β0   +  β1  X . . . . (3.2) 
dimana, 
Y = Pertumbuhan Ekonomi 
X = Pendapatan Asli Daerah (PAD) β0 = intercept 
β 1  = koefisien / slop 
Selanjutnya persamaan 3.2 disusun ke 
dalam bentuk persamaan ekonometrik, 
persamaan 3.3. Persamaan tersebut 
ditransformasikan ke dalam bentuk 
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Log-Lin, yaitu hanya variabel PAD 
ditranformasikan ke dalam bentuk Log 
Natural. 
Hal ini dilakukan untuk agar 
dapat menyeimbangan besaran antar 
variabel independen dengan varibel 
dependen, dan juga sekaligus hasil 
output regresi menunjukkan koefisien 
slope merupakan tingkat perubahan 
variabel tidak bebas (dalam persen) 
bila terjadi perubahan variabel-variabel 





LnY t  = b0  +  b1t X  + e t . . . . (3.3) 
dimana,   
Y = Pertumbuhan Ekonomi 
X = Pendapatan Asli Daerah 
b0 = intercept (konstanta) 
b1 = koefisien regresi 
e = error term 
t =   series waktu (2012 – 2016) 
Selanjutnya di dalam melakukan 
penelitian, untuk keabsahan suatu 
model perlu dilakukan pengujian-
pengujian statistik. Menurut Gujarati 
(2003), hal ini perlu dilakukan agar 
suatu model tidak diragukan lagi. 
Menurut Gujarati (2003), hal ini perlu 
dilakukan agar suatu model tidak 
diragukan lagi. Pengujian statistik 
yang dilakukan yaitu : 
1. Uji t-statistik 
Untuk mengetahui apakah variabel 
independen mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependen secara 
parsial, maka dilakukan uji t. 
^  
t  =  βt  - βt                  (3.4) 
  se(βt) 
Keterangan :    
^ 
Β=  koefisien regresi ke-t   
β = parameter sesuai dengan 
hipotesis  
Ho se(βt) = standar error regresi 
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Pengujian 
Ho : β = 0 (tidak ada pengaruh secara 
berarti dari perubahan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi). 
Hi : β ≠ 0 (ada pengaruh secara berarti 
dari perubahan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi). 
Kriteria pengujian 
Bila –ttabel < thitung < ttabel   
maka Ho tidak ditolak dan menolak Hi 
Berarti variabel independen secara 
individual tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
Jika  thitung > ttabel  dan thitung < 
-ttabel  maka Ho ditolak dan Hi tidak 
ditolak 
Berarti variabel independen secara 
individual berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
Koefisien Determinasi 
Dalam pengukuran ketepatan suatu 
garis regresi digunakan koefisien 
determinasi (R2). Koefisien 
determinasi (R2) yaitu angka yang 
menunjukkan besarnya derajat 
kemampuan menerangkan variabel 
bebas terhadap variabel tak bebas dari 
fungsi tersebut. Nilai R2 berkisar 
0<R2< 1. Dimana semakin mendekati 
1 maka semakin dekat pula hubungan 
antara variabel bebas dengan variabel 
tak bebas, atau dapat dikatakan model 
tersebut baik, demikian pula 
sebaliknya.
 
B. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pengujian ini dilakukan untuk melihat 
apakah variabel bebas berpengaruh 
terhadap variabel terikat. Dalam hal ini 
dapat dilihat pengaruh variabel 
Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi. 
Data realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Lamongan 
tahun Realisasi Efektivitas 
2012 129.287.942.536,02 106,90 
2013 161.087.916.084,90 105,04 
2014 272.409.285.215,81 105,01 
2015 321.667.133.175,96 105,01 
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2016 403.473.988.529,33 105,01 
    Sumber :BPKAD Kab. Lamongan 
Dari data diatas diketahui bahwa 
realisasi tahun 2012 rasio efektivitas 
menunjukkan 106,90 % artinya 
kemampuan pemda Lamongan dalam 
merealiasikan PAD sangat efektive 
karena lebih dari 100 %. Meskipun 
mengalami penurunan menjadi 105,04 
% di tahun 2013, dan menurun di 
tahun 2014 sebesar 105,01% tetapi 
tetap efektif. Sebab realisasi meningkat 
dari tahun ke tahun
 
Data Rasio pertumbuhan APBD Kab.Lamongan 
tahun PAD t0 PAD t1 Rasio 
pertumbuhan 
% 
2011-2012 99.545.629.500,31 129.287.942.536,02 29,87 
2012-2013 129.287.942.536,02 161.087.916.084,90 24,59 
2013-2014 161.087.916.084,90 272.409.285.215,81 69,1 
2014-2015 272.409.285.215,81 321.667.133.175,96 18,08 
2015-2016 321.667.133.175,96 403.473.988.529,33 25,43 
         Sumber : BPKAD Kab. Lamongan 
Berdasarkan hasil perhitungan yang 
telah diolah, kondisi pertumbuhan 
APBD kabupaten Lamongan bersifat 
fluktuatif. Kondisi pertumbuhan 
perolehan PAD dan Pertumbuhan 
pendapatan selalu meningkat tapi 
peningkatannya fluktuatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja 
pertumbuhan PAD yang dialokasikan 
untuk sarana prasarana publik tidak 
dapat dipertahankan peningkatannya 
dan cenderung mengalami penurunan. 
Data PDRB Lapangan Usaha Menurut Atas Dasar Harga 
Tahun ADHKonstan ADHBerlaku 
2012 20.561.689,40 18.562.694,73 
2013 23.012.335,76 19.848.838,05 
2014 25.704.516,02 21.099.937,08 
2015 28.746.240,01 22.316.678,03 
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2016 31.708.606,32 23.623.792,38 
         Sumber : BPS Kab. Lamongan  
Dari data diatas Pertumbuhan Ekonomi 
masyarakat di kabupaten Lamongan 
mengalami peningkatan. Hal itu dapat 









   
dari hasil perhitungan diatas diperoleh 
hasil bahwa semakin tinggi realisasi 
Anggaran PAD maka semakin tinggi 
pula Pertumbuhan Ekonominya atau 
sebaliknya karena dengan persamaan 
Y=15,96+3,87X , a= 15,96 maka 
menunjukkan pertumbuhan Ekonomi 
sebesar 15,96 dan besarnya realisasi 
3,87, dari Koef regresi (R²) yang 
didapatkan sebesar 0,979 maka sudah 
dipastikan bahwa pengaruh antara 
realisasi Anggaran PAD terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi sebesar 97% 




Berdasarkan Pembahasan diatas 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Perkembangan Realisasi PAD 
Kabupaten Lamongan mengalami 
peningkatan bersifat Fluktuatif. 
karena kinerja pertumbuhan PAD 
yang dialokasikan untuk sarana 
prasarana publik tidak dapat 
dipertahankan peningkatannya dan 
cenderung mengalami penurunan. 
2. Semakin tinggi realisasi 
Anggaran PAD maka semakin tinggi 
pula Pertumbuhan Ekonominya atau 
sebaliknya karena dengan persamaan 
Y=15,96+3,87X , a= 15,96 maka 
menunjukkan pertumbuhan Ekonomi 
sebesar 15,96 dan besarnya realisasi 
3,87, dari Koef regresi (R²) yang 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.96822 0.891169 17.91829 0.0004 
X 3.87E-05 3.22E-06 12.03294 0.0012 
     
     R-squared 0.979701    Mean dependent var 25.94668 
Adjusted R-squared 0.972935    S.D. dependent var 4.435777 
S.E. of regression 0.729751    Akaike info criterion 2.496948 
Sum squared resid 1.597610    Schwarz criterion 2.340723 
Log likelihood -4.242370    Hannan-Quinn criter. 2.077656 
F-statistic 144.7916    Durbin-Watson stat 3.403971 
Prob(F-statistic) 0.001235    
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didapatkan sebesar 0,979 maka sudah 
dipastikan bahwa pengaruh antara 
realisasi Anggaran PAD terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi sebesar 97% 
dan sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lainnya
 
2. SARAN  
Dari hasil penelitian, analisis data, 
pembahasan, dan simpulan yang telah 
diambil, maka dapat di kemukakan 
saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan Pemerintah Daerah 
meningkatkan sarana prasarana 
bagi kegiatan perekonomian 
sebagai penunjang PAD 
2. Pemerintah daerah Kabupaten 
Lamongan diharapkan mampu 
memperhatikan dan melihat 
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